
ABSTRAK

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan Hak Asasi
Manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia
telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan
pikirandan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya yaitu
kemerdekaan tentang perssebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian
pentingdari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.Jelas kiranya
pendapat Ali Moertopo yang menyatakan bahwa kebebasan yang diberikan
kepada pers memang sebagai manifestasi dari Hak Asasi Manusia yaitu kebebasan
untuk berekspresi secara tertulis.Kemajuan teknologi dan kemajuan masyarakat
akan informasi yang tiada henti menjadi salah satu faktor tumbuh pesatnya media
massa dan pers di Indonesia. Seiring dengan perkembangan pers di Indonesia,
tanggung jawab pers sebagai penyedia dan pengontrol informasi bergeser menjadi
sebuah kompetisi di sebagian kalangan insan pers untuk mendapat informasi yang
dianggap penting.Kebebasan pers di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang
tentang jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap jurnalis yaitu Pasal 8
Undang- Dalam
melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum
Undang-undang tersebut jelas disampaikan bahwa kebebasan pers pada dasarnya
telah memiliki payung hukum. Mengacu pada Undang-undang yang mengatur
kebebasan peran jurnalis, sudah sepatutnya para jurnalis merasa lega dan leluasa
dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan informasi untuk memenuhi
kebutuhan rakyat Indonesia.Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas
terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap pers telah bertolak belakang
dengan aturan pasal 8 undang- undang nomor 40 tahun 1999 tentang PERS.Ada
beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hukum yang sudah ada
dalam undang-undang, pihak untuk menegakan hukum itu sendiri, sarana atau
fasilitas dalam penegakan hukum, hukum yang terkandung dalam masyarakat dan
budayanya. Tidak efektifnya hukum di Indonesia juga tergantung pada faktor-
faktor tersebut.
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ABSTRACT

Independence reveals thoughts and opinions are human rights that cannot
be eliminated and must be respected. The people of Indonesia have chosen and
determined to protect the independence of expressing thought and opinion in the
Constitution 1945. One of them is the independence about Persas one
manifestation of the sovereignty of the people and the important part of
independence expressed thoughts and opinions. It is obvious that Ali Moertopo
said that the freedom given to the press was as a manifestation of human rights,
the freedom to express in writing.Technological advances and community
progress will be relentlessly a growing factor in Indonesia's rapid mass media
and press. Along with the press development in Indonesia, the responsibility of the
press as a provider and information controller shifted into a competition in some
of the press people to get information that is considered important.The freedom of
the press in Indonesia has been governed by the Law on the guarantee of the legal
certainty and protection of the journalist, article 8 Law No. 40 year 1999 about
the press that contains "in carrying out his profession journalists get Legal
protection ". In the act it is clearly conveyed that the freedom of the press has
essentially had a legal umbrella. Referring to the act that governs the freedom of
the role of journalists, journalists are supposed to feel relieved and freely in
carrying out their duties to gather information to meet the needs of the Indonesian
people.The less assertive and clear law enforcement against perpetrators of
violent crimes against the press has been contrary to the rule of Article 8 Law
number 40 year 1999 about the PRESS. There are several factors that affect law
enforcement, laws that already exist in the law, parties to enforce the law itself,
the means or facilities in law enforcement, the laws contained in society and
culture. Not effective law in Indonesia also depends on the factors.
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